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PENGAIYTAR
Untuk menghasilkan barang atau jasa

setidak-tidaknya ada 2 (dua) pihak yang
saling terkait. Adapun pihak yang dimalcsud

dalam hal ini adalah pihak pengusaha deirgan
pihak pekerja. Dilihat dari tugas dan fungsi
pihak pangusaha dangan pihak pekerja,

bahwa kedua belatr pihak tidak dapat saling
meniadakan antara yang satu dengan yang

lainnya, sehingga hubungannya adalah saling
membutuhkan antara satu dengan yang lain.
Hubungan tersebut dalam hukum
ketenagakerjaan dikenal dengan istilah
hubungan kerja, yaitu hubungan antara

pengusaha dengan pekerja berdasarkan
perjanjian keda yang mempunyai unsur
pekega, upah dan perintah.r

Pekeda sesuai nonna ketanagakajaan,
berhak untuk membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja. Malsud pekerja

untuk membentuk ataupun menjadi anggota

serikat pekerja adalah bahwa dengan melalui
serikat pekerja dapat memberikan dan

memperoleh perlindungan, pembelaan hak
dan kepentingannya, serta meningkatkan
kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan

keluarganya.2 Harapan pekeda tersebut

sesuai kete,ntuan yang menyatakan bahwa

serikat pekerja yang telah mempunyai nomor

bukti pencatatan mempunyai hak antara lain
membuat perjanjian kerja bersama dengan

pengusaha.3

Pengaturan mengenai syarat kerja secara
umum telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan ketenagake{aan. Namun, karena sifat
dan sesuai dengan sektor usaha serta kebrjakan
suatu perusahaan, ada kalanya tidak selalu sama,
sehingga pengaturan syarat kerja tersebut tidak
mungkin untuk diatur dalam peraturan
perundang-undangan secara rinci. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, pembuat undang-rmdang
ketenagakerjaan merasa perlu untuk mengatur
suatu wadah yang dapat menampung pengaturan
syarat kerja yang sesuai dengan sektor dan
kondisi masing-masing perusahaan. Dalam hal
ini wadah tersebut antara lain adalah perjanjian
ke{a bersama. Pedanjian keda bersama
merupakan hasil pe{anjian kolektif yang
dilalarkan melalui penrndingan antara serikat
pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah
pihak 4 melalui perjanjian kerja bersama tersebut
serikat pekerja dengan pengusaha dapat

merundingkan pengaturan syarat kerja, yaitu
pengaturan hak dan kewajiban antara pengusaha

dan pekerja yang belum diatur dalam peraturan
perundangan-undan gan. 

s

Seperti disebutkan diatas, bahwa secara

normatif salah satu hak serikat pekerja adalah

membuat perjanjian kerja bersama dengan

pengusaha. Namun, hal tersebut dalam
pelaksanaannya tidak serta merta hak tersebut
dapat dilakukan. Untuk dapat melaksanakan hak

tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan

t pasal I angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
2 Pasal + ayit 1t; Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ngmor 2l Tahun 2000
3 pasal 25'ayat(l) Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000
a pasal I angka 2l Undang-Undang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003
5 penjelasanlasal 111 ayut 1t; nuruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
u purul 24 ayat(2) Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000
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Untr"rk perundingan pembuatan perjarfian keda
bersama yang pertama, apabila di perusahaan

terbentuk lebih dari I (satu) serikat pekerja sesuai

ketentuan yang berlaku adalah serikat pekerja
yang mempunyai jumlah anggota lebih dari 50%
dari seluruh jumlah pekerja diperusahaan. Bila
serikat pekerja tidak ada yang memiliki anggota
lebih 50yo, maka serikat pekeda yang ada

diperusahaan dapat melakukan koalisi untuk
mencapai jumlah melebihi 50%. Namun, apabila
melalui koalisi juga tidak ada serikat pekerja

yang memiliki anggota jumlahnya lebih 50%,
maka serikat plkerja yang ada diperusahaan
membontuk tim perunding yang keanggotaannya
ditentukan secara proporsional berdasarkan
jumlah anggota masing-masing serikat peke{a.7

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa persyaratan suatu serikat pekerja berhak
untuk melakukan perundingan pembuatan

perjanjian kerja bersama dengan pengusaha

adalah apabila serikat pekerja tersebut
mempunyai anggota mayoritas atau proporsional,
dengan pertimbangan bahwa perjanjian kerja
bersama berlaku bagi semua pekerja, baik
peke{a yang menjadi anggota serikat pekerja

maupun terhadap pekerja yang bukan anggota
serikat pekerja. Namun, ketentuan pasal 120 ayat
(t), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Ketenagakerjaan, belum serta merta dapat

memenuhi rasa keadilan serikat pekerja dalam

melakukan perundingan perj anjian kerja bersama

dengan pengusaha. Hal tersebut terbukti dengan

adanya Permohonan Hak Uji Materiil yang

diajukan serikat pekeda terhadap Pasal 120 ayat
(1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan

Pasal 28, Pasal 28D ayat (l), Pasal 28E ayat (3)

dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Hak Uji Materiil tersebut

sangat penting terhadap pelaksanaan Undang-

Undang Ketenagakerjaan, apabila dilihat dari
aspek kebebasan pembentukan serikat pekerja di
perusahaan serta kaitannya dengan pelaksana hak
serikat pekerja untuk dapat melakukan

perundingan perjanjian kda bersama dengan
pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis
me4f anjikan secara utuh pertimbangan
hukum Putusan Mahlomah Konstitusi
Nomor: ll5/PW-VlI/2009, tanggal l0
Nopember 2010 dengan malcsud agar
pembaca dapat lebih mcndalami kerangka
hul$m dan teori hukum yang digrHrakan
Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan
putusannya.

PERTIMBANGAN IIT]KT]M PUTUSAN
MAIIKAMAH KONSTITUSI

[3.1] Menimbang bahwa malsud dan tujuan
permohonan Pemohon adalah mengenai
pargujian materiil Pasal 120 ayat (1) dan
Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutrrya
disebut UU 1312003) terhadap Undang-
Undani Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjukrya disebut UUD
1e45);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum
mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi, sclanjufirya disebut
Mahkamah, akan mempertimbangkan
terlebih dahulu hal-hal berikut:
a. Kewenangan Mahkamah untuk

memeril,ca, mengadili, dan menufus
permohonan a quo;

b. Kedudukan hukum (egal standing)
Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mehkrmsh

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal

24C ayat (l) LJLJD 1945 yang disebutkan lagi
dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

7 Pasal 120 Undang-Undang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003
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Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal
29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah
satu kewenangan konstitusional Mahkamah
adalah menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar;

13.41 Menimbang bahwa pemohonan Pemohon
adalah mengenai pengujian Undang-Undang in
casulJU 13/2003 terhadap UUD 1945, sehingga
Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memufus permohonana quo;

Kedudukan hukum (Legal standing) Pemohon

13.51 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51

ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai
Pemohon dalam pengujian suatu Undang-
Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugilen oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian,
yaitu:
a. perorangan watga negara Indonesia

(termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukumpublik atauprivat; atau
d. lembaga negara;

13.61 Menimbang pula bahwa Mahkamah
sejak Putusan Nomor 006/PW-IIV2005
bertanggal 3l Mei 2005 dan Putusan Nomor
lltPId|U-V/2007 bertanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan selanjubrya berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51

ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat,
yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
IJIJD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan
oleh berlalarnya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;

c. kenrgian hak dan/atau kewanangan
konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yangwajar
dapat dipastikan akan tet'adi;

d. adanya hubungan sebab akibat (casual
verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan, maka kerugian
hak dan/atau kewenangan konstifusional
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian
sebagaimana tersebut pada pangraf [3.5] dan

[3.6] di atas, selanjutrya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan
hukum (egal standing) Pemohon dalam
permohonan a quo sebagai berikut:

13.7.11 Bahwa Pemohon mendalilkan
sebagai perorangan waxga negara Indonesia atau
kelompok orang yang mempunyai kepentingan
sama yang bergabung dalam Serikat Pekerja
BCA Bersatu menganggap telah dirugikan oleh
berlakunya Pasal 120 ayat (1) UU l3l2003 yang
menyatakan, "Dalam hal di satu perusahaan
terdapat lebih dari I (satu) serikat
pekerja/serilut buruh maka yang berhak
mewakili pekerj a/buruh melahtksn perundingan
dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya
lebih dari 50% (ima puluh perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan
tersebut" dan Pasal l2I UU 1312003 yang
menyatakan, "Keanggotaan serikat
pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal II9 dan Pasal 120 dibuhikan
dengan lartu tanda anggota". Menurut Pemohon
bahwa berlakunya pasal a quo telah
menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional
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Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945,
yaitu hak kemerdekaan untuk berserikat, dan

berlarmpul mengeluarkan pikiran dangan lisan
dan tulisan @asal 28), hak untuk mendapatkan
pangakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum [Pasal 28D ayat (l)], hak bebas

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat [Pasal 288 ayat (3)], hak untuk tidak
diperlakukan secara dislaiminatif [Pasal 281 ayat
(2)l;

13.7.21 Bahwa hak konsultasi Pemohon
sebagair.nana yang diadilkan tersebut telah secara

nyata dirugikan oleh berlakunya Pasal 120 ayat
(1) ITU 1312003, dimana Pemohon yang
jumlahnya kurang dari 5l%o dari total seluruh
karyawan menjadi hilang haknya untuk ikut
dalam perundingan pembuatan Perjanjian Keda
Bersama yang mewakili buruh/pekerja dengan
pengusaha in casu Manajemen PT. Bank Cental
Asia Tbk (vide, Bukti P-5). Dengan demikian,
Pemohon mempunyai kedudukan hulum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

I3.Sl Menimbang bahwa karena Mahkamalt
berwanang untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus permohonan a guo, serta Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan, maka
selanjutrya Mahkamah akan mempertimbangkan
pokok permohonan Pemohon;

POKOKPERMOHONAN

13.91 Menimbang bahwa pokok permohonan

Pemohon adalah pengujian kembali mengenai

konstitusionalitas Pasal 120 ayat (1) dan Pasal

121 I.IU 1312003 yang menurut Pemohon

bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 288 ayat (3), dan Pasal 281 UUD
1945, dengan alasan-alasan sebagai berilart:

o bahwa pengujian kembali pasal a quo

didasarkan pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMI32005
tentang Pedoman Beracara Pengujian

Undang-Undang yang menYatakan,

"Permohonan pengujian undang-undang

terhadap muatan ayat,
yang satna dengan perlura yang pernah
diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan
pengujian kembali dengan syarat-syarat
konstitusionalitas yang menjadi alasan
permohonan yang bersanghttan berbeda".
Alasan konstitusional permohonan a quo
(perkara Nomor I 15/PW-VII/2009) berbeda
dengan alasan konstitusionalitas permohonan
terdahulu (perkara Nomor 0l2tPIdI.J-V2003).
Dalam permohonan dahulu, para Pemohon
mendasarkan pada alasan konstitusionalitas
Pasal 28 LJLJD 1945, sedangkan dalam
permohonan a quo, pemohon mendasarkan
pada alasan konstihrsionalitbs Pasal 28, Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I
ayat(2) IJIJD 1945;

bahwa permohonan pengujian kembali Pasal
120 ayat (l) UU 1312003 didasarkan pada
alasan agar seluruh serikat pekerja yang ada di
dalam perusahaan diberikan kesempatan dan
hak yang sama rmtuk secara bersama-sama
dengan serikat pekerja mayoritas duduk dalam
Tim Perunding yang alon merumuskan dan
menyepakati hanya satu pe{anjian kerja
bersama yang dibuat dan berlalu di dalam
perusahaan dengan pengusaha yang diwakili
oleh Manajemen Perusahaan;

bahwa Pasal 120 ayat (1) W 13/2003,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Tanaga Kerja, dan ketentuan lain yang di
bawahnya yang hanya memberikan hak
berunding hanya satu serikat pekerja yang
jumlan keanggotaannya lebih dari 5A% dart
keseluruhan pekerja/btuuh perusahaan dalam
perundingan perjanjian kerja bersama dalam
suatu perusahaan, telah secara nyata
mengandung materi muatan yang bersifat
membatasi,menghambat, menghilangkan dan

mendislaiminasikan hak-hak Pernohon sesuai

dengan fungsi dan tujuan dibentuknya serikat
pekerja di dalam penrsahaan sehingga dengan
demikian, pasal tersebut telah memandulkan
atau mengabaitr,an 49% usaha diluar serikat
pekerja mayoritas tersebut. Hal ini secara jelas

telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal

28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan

pasal 28I ayatQ);
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bahwa asas keterwakilan dalam Tim
Perunding pada suatu perusahaan merupakan
hak asasi rnaupun hak konstitusional yang
harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagai
amanat dan pelaksanaan dari hak berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik
lisan maupun tulisan sebagai dimaksud dalam
Pasal 28 danPasal ZSEayat (3)uuD 19a5;

bahwa perlakuan yang sama dan afil di
hadapan hukum (equality before tha law)
telah dijamin dalam UUD 1945. Oleh
karenanya Undang-Undang sebagai ketentuan
peraturan perundangan yang berada di bawah
UUD 1945 seyogyanya tetap manghargai dan
menghormati kesederajatan hukum, termasuk
dalam hal ini perlakuan yang sama terhadap
seluruh serikat pekerja yang berada di dalam
perusahaan, tidak boleh membedakan hak
antara serikat pekeg'a mayoritas dan serikat
pekerja minoritas. Semuanya harus diberikan
hak yang sama untuk ikut serta dalam
perundingan pembuatan perjanjian kerja
bersama di dalam perusahaan;

bahwa perjanjian kerja bersama merupakan
Undang-Undang yang berlaku dan mengikat
bagi seluruh komponen yang ada di dalam
perusahaa-n, sehingga sudah menjadi suatu

keharusaSrdi dalam negara hukum bahwa
pembuatan suatu perjanjian sebagai Undang-
Undang itu harus pula melibatkan pihak-pihak
yang terkait di dalam perusahaan tersebut rn
ccsn serikatpekerja;

bahwa ketentuan Pasal 121 UU13/2003 yang

menentukan bukti keanggotaan serikat pekerja

dengan kartu tanda anggota merupakan
ketentuan yang merugikan Pemohon, karena
pembuktian demikian sangat rentan adanya
manipulasi atau penggelembungan jumlah
keanggotaan;

bahwa menurut Pemohon proses verifikasi
seharusnya dilakukan secara hansparan dan

terbuka, dengan melakukan konfirmasi
kepada masing-masing anggota sehingga
keabsahan dari karu anggota atau

keanggotaannya di dalam suatu pekerja dapat

dipertanggungiawabkan secara moral dan
hukum. Proses verifikasi secara transparan
dan terbuka yang menggunakan media lain,
misalnya email, website, dan media
komunikasi sejenisnya telah sesuai pada
prinsip yang diatur dalam Pasal 28F UUD
1945 yang menjamin bahwa "ssetiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan
Iinghtngan sosialnya, Serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunalcan segala jenis saluran
yang tersedia";

r pemohon berpendapat bahwa proses verifikasi
keanggotaan hendaknya tidak hanya
berdasarkan kartu anggota saja, tetapi dapat
juga dilakukan melalui pengumuman
terbuka/transparan kepada selwuh pekerja di
dalam perusahaan, schingga dapat
menghindarkan adanya penggelembungan
data keanggotaan oleh serikat pekerja tertentu
melalui manipulasi jumlah fotokopi karhr
tanda anggota;

t3.101 Menimbang bahwa terhadap permohonan
Pemohon, Dewan Perwakilan Ralryat @PR) pada
persidangan tanggal 14 Januari 2010
menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang
selengkapya telah diuraikan pada bagian Duduk
Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

o bahwa Pemohon dalam pcrmohonan a quo
tidak menguraikrn adanya kerugian
konstitusional yang nyata-nyata telah terjadi
ataupun kerugian potansial yang akan dialami
Pemohon. Pemohon pada kcnyataannya justru
masih tetap mempcroleh kcbebasan berserikat
dan berorganisasi dalam serikat
pekerja/serikat buruh yang diwakilinya
sebagaimana dijamin Paral28, Pasal28D ayat
(1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan
demikian Pasai 120 ayat (1) W 13/2003 tidak
menhalangi dan mengurangi hak
konstitusional Pemohon untuk memperoleh
kenenasan berserikat dan berkumpul serta

kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
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bahwa Pasal 120 ayat (1) I.JU l3l2003 tidak
mencerminkan pengaturan yang brsifat
dislcriminatif, karena ketentuan a quo berlaku
untuk semua serikat peke{a/serikat buruh
yang terdapat pada semua perusahaan. Hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 UU 13/2003
yang berbunyi, "Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa
dislviminasi dari pengusaha", dan
penjelasannya menyatakan, "Pengusaha

harus memberikan hak san kewajiban
pekerja/buruh tanpa membedalwn jenis
kelamin, suku, ras, agama, warna htlit, dan
aliran politik";

bahwa Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 121 UU
13/2003 pernah dimohonkan pengujian oleh
Pemohon lain dalam perkara Nomor L?4PIJIU-

V2003. Pasal 60 UU MK menyatakan,
"Terhadap materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang yang
telah diuji, tidak dapat dimohonlwn pengujian
kembali". Pasal 60 UU MK telah dibuka oleh
Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMIV2005,
selanjutnya disebut PMK 06/2005, yang pada
pokonya menyatakan "Muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang yang pernah
diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat
dimohonlwn pengujian kembali, dengan
syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan
permohonan berbeda". Mencermati
permohonan Pemohon a quo, DPR
berpendapat bahwa tidak terdapat alasan

konstitusionalitas yang berbeda dengan
permohonan terdahulu in casu Perkara Nomor
l2tPUU-I12003, dimana ketentuan Pasal 120

ayat (1) dan Pasal 121 UU 13/2003 telah
membatasi kebebasan berserikat para buruh
dan pekerja;

berdasarkan alasan tersebut, DPR berpendapat
bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (egal standing) dan karena pasal a
quo pemah dimohonkan pengujian, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK,
seharusnya permohonan Pemohon a quo

ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima;

r bahwa Pasal 120 ayat (l) UU 13/2003 tidak
membatasi, menghalangi, menghambat,
mengurangi dan mendiskriminasi hak
konstitusional Pemohon dalam kebebasan
berorganisasi dan berserikat serta
menyampaikan pcndapat, karena Pasal 120
ayat (l) UU 1312003 adalah mengatur
mengenai sistem keterwakilan dari serikat
pekerja/serikat buruh. Dalam mengatur
keterwakilan tersebut, tentu harus menentukan
sistem yang salah satunya adalah dengan
memperhatikan jumlah. Dalam W 1312003
diatur mengenai sistem mayoritas untuk
mewakili pekerja/buruh pada perusahaan
tersebut. Oleh karena itu sistem keterwakilan
mayoritas yang diatur dalam UU l3l2003
merupakan hal yang lazim dan wajar dalam
negara yang demolcratis;

o bahwa penetuan jumlatr keanggotaan atau
memperoleh dularngan lebih dari 50o/o dalam
membuat PKB mencerminkan sifat
representative dan memberikan legitimasi
bagr serikat pekerja/serikat buruh untuk
melakukan perwrdingan dengan perusahaan;

o bahwa hak konstitusional Pemohon yang
dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (3)
LJIJD L945 tidak terhalangi ataupun
terkurangi, karena Pemohon hingga saat ini
masih dapat menjalankan aktivitasnya baik
sebagai pekerja/buruh maupun sebagai
pengurus/anggota serikat pekerja/serikat
buruh, ser&a tidak terhalangi hak-hak
perdatanya, misalnya tidak dikenai Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), masih tetap
dibayarkan upahnya, tidak mengalami
intimidasi, tidak diturunkan jabatannya, serta
tidak dimutasi;

[3.1U Menimbang bahwa Pemerintah pada
persidangan tanggal 14 Januari 2010
menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang
selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk
Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

o bahwa Pasal 120 dan Pasal 121 UU 13/2003
pernah dimohonkan oleh Pemohon lain
dalam Perkara Nomor 0L2|PIJ|U-V2003 dan
telah oleh Mahkamah
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dimana yang terkait Pasal 120 dan Pasal 121

I.I[J 13/2003 telah dinyatakan ditolak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 yang kemudian dipertegas Pasal
10 ayat (1) UU MK yang menyatakan
" Mahknmah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bers ifat Jinal ", sehingga terhadap
putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum
untuk melawan Putusan Mahkamah
Konstitusi. Selain itu, Pasal 60 UU MK telah
dengan jelas menyatakan bahwa terhadap
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat' dimohonkan pengujian kembali.
Sekalipun PMK 06/2005 telah membuka
celah dapat dilalarkan pengujian kembali
terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang yang pernah diuji, namun
permohonan Pemohon a quo tidak
mengindikasikan adanya syarat
konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana
yang disyaratkan oleh PMK tersebut.
Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah
berpendapat permohonan Pemohon secara
mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak;

bahwa UU 13/2003 menganut prinsip, di
dalam 1 (satu) pausahaan hanya berlaku 1

(satu) perjanjian kerja. Apabila dalam suatu
perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat
pekeda/serikat buruh dan titp-tiap serikat
pekerj a/serikat buruh melakukan perundingan
PKB, maka akan menimbulkan perbedaan

syarat kerja, yang bertentangan dergan prinsip
anti dislaiminasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 W 13/2003;

bahwa sistem keterwakilan mayoritas yang
diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 120 UU
13/2003 telah sejalan dengan prinsip
demokrasi dan semangat yang terkandung
dalam Pasal 28 UUD 1945. Bahwa terhadap
masing-masing serikat pekerja/serikat buruh
yang tidak mewakili serikat pekerja/serikat
buruh dalam perundingan perjanjian ke{a
bersama, dapat dimungkinkan untuk duduk
dalam tim perundingan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 120 ayat (3) IIU
t3/2003:

o bahwa menurut Pemerintah rumusan Pasal
121 UU 13/2003 yang mensyaratkan tanda
anggota (KTA) bagi pekerja/buruh adalah
sebagai bukti bahwa yang bersangkutan
benar-benar menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh. Pembuktian deirgan
KTA merupakan hal yang wajar bagi sebuah
organisasi untuk menunjukJcan bahwa yang
bersangkutan adaldh anggotanya. Pembuktian
keanggotaan ini merupakan cara yang akurat
untuk menentukan yang berhak mewakili
organisasinya.

r Bahwa ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal
121 UU 13/2003 tidak memberikan perlakuan
yang diskriminatif kepada Pemohon, kecuali
jika ketentuan a quo memberikan pembatasan
dan pembedaan yang didasarkan atas agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, janis kelamin, bahas
dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (3) W 39/t999 maupun
Pasal 2 International Covenant on Civil and
Political Rights;

Pendepet Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum
mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan keterangan DPR dan
Pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 120
dan Pasal 121 UU 1312003 pernah domohonkan
pengujian oleh Pemohon lain dalam Perkara
Nomor 0l2nIJ|J-V2003. Bahwa mengacu pada
Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, pengujian
kembali ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-
Undang dapat dimungkinkan dengan alasan
terdapat syarat konstitusionalitas yang berbeda.
DPR dan Pemerintah berpendapat bahwa
permohonan Pemohon a quo tidak
mengindikasiftan adanya alasan konstitusionalitas
yang berbeda dengan permohonan sebelumnya.
Oleh karena otu permohonan Pemohon harus
dinyatakan dotolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima;

[3.131 Menimbang bahwa terhadap keterangan
DPR dan Pemerintah tersebut, Mahkamah

iberikut:
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[3.13.U bahwa dalam Putusan Nomor
L2|PIJU-V2003 tanggal 28 Oktober 2004,
Mahkamah Konstitusi telah menguji beberapa
pasal dari UU 13/2003, termasuk Pasal 120 dan
Pasal l2l;

[3.13.21 bahwa dalam permohonan di atas,

Pemohon mendalilkan beberapa pasal yang
dimohonkan pengujian tersebut bertentangan
dengan Pasal 28 IJIJD 1945 dengan alasan UU
13/2003 pada beberapa pasalnya antara lain Pasal
120 dan Pasal 121 telah memasung hak-hak
fundamental burul/peke{a dan serikat
buruh/serikat pekerja dengan alasan sebagai
berikut:

...dst;

Pasal 120 W Ketenagalcerjaan
mensyaratkan bahwa apabila dalam satu
perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
buruh/serikat pekerja, malw yang berhak
mewakili buruh/pekerja dalam melahtkan
perundingan PKB adalah yang memiliH
anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh
buruh/pelrerja di perusahaan. Jikalau tidah
malra serikat buruh/serilcat peelvja dapat
bergabung membentuk koalisi sehingga
tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh
jumlah buruMpekerja di perwahaan
tersebut. Jikalau hal tersebut tidak terpenuhi
juga, maka seluruh serilat buruh/serikat
pekerja bergabung membentuk tim yang
keanggotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarlwn jumlah anggota
masing-masing serikat buruUserikat
pekerja;

Pasal 121 W KetenagakerJaan menentulan
bahwa keanggotaan serilat buruh/serikat
pekerja harus dibuhikan dengan kartu tanda
anggota;

Ketentuan Pasal 121 W Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 2E AUD 1945
yang membatasi hak serikat burtVserikat
pekerja untuk membuHikan keberadaan

anggotanya dengan mewaiiblwn adanya

kartu tanda anggota. Hal ini tentu saja
amatlah merugiknn seriknt buruUseiknt

Dalam situasi serikat buruh/serikat pekerja
di Indoneia kini yang beru saja tumbuh dan
berkembang, pembatasan cara pembuhian
keanggotaan serikat burah/serikat pelcerja
hanya dengan adanya kartu tanda anggota
tentulah akan juga membatasi keleluasaan
serikat buruUserikat pekerja untuk
mendapatkan hak untuk beraldivitas,
termasuk hak untuk melahtkan perundingan
PKB;

... dst;

[3.13.31 bahwa dalam permohonan a quo,
Pemohon memohon pengujian Pasal 120 ayat (1)
dan Pasal l2l UU 13/2003 dengan dalil
bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28E. ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2)
IJIJD 1945;

[3.13.41 bahwa Pasal 60 UU MK
menenfukan, "Terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali";

[3.13.51 bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK
0612005 menyatakan, "Permohonan pengujian
undang-undang terhadap nuatan ayat pasal dan
atau bagian yang samo dengan perknra yang
pernah diputus oleh Mahkamah dapat
dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-
syarat lanstitusionalitas yang menjadi alasan
permohonan yang bersanghttan berbeda " ;

[3.13.61 bahwa pokok permohonan pada

Pemohon dalam Perkara Nomor L2/PIIU-V2003,
adalah pengujian formil dan pengujian materiil
atas UU 1312003. Mengenai pengujian formil
para Pemohon tersebut mempersoalokan adanya
pelanggaran prinsip-prinsip dan prosedur
penyusunan dan pembuatan sebuah Undang-
Undang yang patut dan Undang-Undang tersebut
dibuat semata-mata karena tekanan kepentingan
modal asing daripada kebutuhan nyata
burut/pekerja trndonesia. Sedangkan mengenai
pengujian materiil, para Pernohon dalam Perkara
Nomor l2tPUU-V2003 memperoleh
konstitusionalitas Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66,
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Pasal 76, Pasal 106, Pasal ll9, Pasal 120, dan
Pasal 186 UU 13/2003 yang menurut para
Pemohon bertentangtan dengan Pasal2T ayat (1),
Pasal 28, dan Pasal 33 LILJD 1945. Khusus
mengenai Pasal 120 dan Pasal 121 UU 1312003,
para Pemohon beralasan bahwa : (i) ketentuan
tersebut memberi peluang kepada
pengusaha/majikan untuk mengabaikan
kewajiban menghormati hak asasi serikat
buruh/pekerja untuk berserikat dan berkumpul di
lingkungan perusahaan yang bersangkutan dan
(ii) keharusan adanya pembuktian dengan kartu
anggota, sangat merugikan serikat buruh/pekerja
yang baru tumbuh dan berkembang sehingga
membatasi' keleluasaan serikat buruh/pekerja
untuk mendapatkan hak beraktivitas termasuk
untuk melakukan perundingan PKB;

bahwa terhadap permohonan tersebut, kfiusus
mengenai Pasal 120 dan Pasal 121 dalam Perkara
Nomor LZIPIdI-J-V}0}3 a Qxo, Mahkamah
berpandapat bahwa , "atttran tersebut dipandang
cukup wajar dan tidak bertentangan dengan
WD 1945 khususnya Pasal 28E ayat (r.
Demikian pula persyaratan kartu anggota
sebagai alat buHi tanda keanggotaan seseorong
dalam satu serikiat pekerja/serikat buruh, adalah
merupakan hal yang wajar dalam organisasi
untuk dapat secard sah menyatalwn Haim
mewakili anggota, dan sama sekali tidak cuhrp
mendasar untuk dipandang bertentangan dengan
UUD;

[3.13.71 bahwa permohonan dalam Perkara
Nomor 115/PUU-VU12009 mengemukakan
alasan sebagai berikut: (i) Pemohon yang
anggotanya kurang dari 5lo/o (lima puluh satu
perseratus) dari seluruh karyawan (in casu pada
PT. Bank Central Asia Tbk) kehilangan hak
untuk menyampaikan aspirasinya merumuskan
perjanjian kerja bersama (PKB); (ii) PKB dalam
dalam suafu perusahaan merupakan Undang-
Undang sehingga seharusnya keterwakilan dari
seluruh komponen atau serikat pekerja yang ada

di dalam perusahaan diakomodasikan dan

dilindungi oleh Undang-Undang; (iii) dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan
yang dahulu belum mempertimbangkan: a. Asas
keterwakilan (representatuve), yakni
keterwakilan semua komponen vang ada dalam berhak mewakili pekeria/buruh melakukan

perusahaan yang harus diakomodasi dan
dilindungi oleh Undang-Undang; b.
Kesederajatan hukum (egal equality) adalah
perlakuan sama terhadap seluruh serikat perkerja,
tidak membedakan antara serikat pekerja
mayoritas dan minoritas; (19 hulerm dibuat untuk
menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara,
bukan melindungi mayoritas dan menindas
minoritas, karena kalau begitu hukumnya, berarti
hukum rimba, yaini yang kuat (mayoritas) selalu
berkuasa, yang bertentangan dengan asal 28DE
ayat (1) LJLJD 1945 yang menyatakan, "setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlahtan yang sama di hadapan hukum"
dan Pasal 28I ayat (2) IJUD 1945 yang
menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari
perlaluan yang bersifat dislrriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu";

[3.141 Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan dalam paragraf [3.13.6] dan

[3.13.7] di atas, menurut Mahkamah, alasan
konstitusionalitas yang menjadi dasar
permohonan Pemohon dalam permohonan ini
serta pasal dalam UUD 1945 yang menjadi batu
uji permohonan berbeda dengan permohonan
dalam Ferkara Nomor l2lPVU-V2003, sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK
06/2005, Mahkamah dapat menguji kembali
ketentuan Pasal I20 ayat (1) dan Pasal l2l
Undang-Undang a quo. Oleh karena itu,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan
pokok peimohonan Pemohon, beserta bukti-bukti
tertulis yang diajukan oleh Pemohon, keterangan
DPR, ketcrangan Pemerintah, dan kesimpulan
Pemohon sebagaimana telah
diuraikan di atas;

13.151 Menimbang bahwa Pemohon dalam
permohonan a qluo mengajukan pengujian
konstitusionalitas Pasal 120 ayat (l) dan Pasal
121 U 13/2003 yang menyatakan:

o Pasal L20 ayat (I), "Dalam hal di satu
perusahaan terdapat lebih dari I (satu)
seriknt pekerja/serikat buruh makn yang
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perundingan dengan pengusaha yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% (ima puluh
perseratus)dari seluruh jumlah
p ekerj a/buruh dip erus ahaan ters ebut " ;

o Pasal 121, "Keanggotaan serilcat
pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimalaud dalam Pasal 119 d.an Pasal 120
dibuldikan dengan knrtu tanda anggota";

yang menurut Pemihon bahwa ketentuan pasal

tersebut bertentanggan dengan Pasal 28. Pasal
28D ayat (1), Pasal 288 ayat (3), dan Pasal 28I
ayat(2) ULID 1945;

[3.15.U bahwa terhadap dalil permohonan
Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa hak berserikat dalam serikat
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak
asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 LJUD
1945 yang menyatakan. "Kemerdekaan
bers erikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu,
hak hak berserikat dan berkebebasan
mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh Pasal

28E ayat (3) LJLJD 1945 yang manyatakan.
"Setiap orang bebas atas kebebasan berserilwt,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat " ;

[3.15.2] bahwa menurut W 1,3/2003 hubungan
antara pekerja/buruh dengan penguasa disamping
tunduk pada perjanjian kerja yang dibuat antara
pekerja dengan pengusaha atau perjanjian kerja
bersama (PKB) yang dibuat oleh dan antara
serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha

yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan

kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian,
keberadaan suatu PKB sangat menentukan dan

sangat mengikat nasib seluruh pekerja yang ada

dalam suatu perusahaan;

[3.15.31 bahwa tujuan dibentuknya serikat
pekerja/serikat buruh oleh pekerja/buruh adalah
untuk memperjuangkan, membela, serta

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
beserta keluarganya (vide Pasal I butir 17 UU
13t2003).

LLJD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
(videPasal2SC ayat (2) LJUD 1945). Keberadaan
sebuah serikat pekeda/serikat buruh yang sah
menurut peraturan paundang-undangan yang
berlaku dalam sebuah perusahaan menjadi tidak
bermakna dan tidak bisa mencapai tujuannya
dalam sebuah perusahaan serta tidak dapat
memperjuangkan haknya secara kolektif
sebagaimana tujuan pembentukannya, apabila
serikat pekerja/serikat buruh tersebut sama sekali
tidak memiliki hak untuk menyampaikan
aspirasi, memperjuangkan ha( kepentingan serta
melindungi anggotanya karena tidak terlibat
dalam menentukan PKB yang mengikat seluruh
pekeda/buruh dalam perusahaan. PKB adalah
suatu perjanjian yang seharusnya mewakili
seluruh aspirasi dan kepentingan dari seluruh
burul/pekerja baik yang tergabung dalam serikat
pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota
mayoritas maupun serikat pekerja yang memiliki
anggota tidak mayoritas. Mengabaikan aspirasi
minoritas karena dominasi mayoritas adalah
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara
berdasarkan konstitusi yang salah satu tujuannya
justru unfuk memberikan persamaan
perlindungan konstitusional, baik terhadap
mayoritas mauprm aspirasi minoritas;

[3.15.41 bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 ayat
(1) Undang-Undang a quo,jika suatu perusahaan

atau serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki
lebih dari 50o/o anggota dari seluruh jumlah
pekerjalburuh dalam perusahaan itu, maka hanya
serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki
anggota lebih dari 50% itu yang berhak mewakili
seluruh pekerja dalam perusahaan untuk
melakukan perundingan dengan pengusaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat
pekeda/serikat buruh yang anggotanya kurang
dari 50%o (misalnya dengan jumlah 49% dari
seluruh pekerja di seluruh perusahaan) dapat

tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam
perundingan dengan pengusaha untuk membuat
PKB. Dengan demikian keberadaan serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang
duri. 50% menjadi tidakbermakna dan tidak dapat
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memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak
dapat melindungi pekerja/buruh yang menjadi
anggotanya, yang jusfu berlawanan dengan
tujuan dibentukhya serikat pekerja/serikat buruh
yang keberadaannya dilindurgi oleh konstitusi.
Demikian juga dengan ketentuan Pasal I20
ayat(2) Undang-Undang a quo yang menentukan
bahwa hanya gabungan dari serikat pek{a/serikat
buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% durt
seluruh pekrja/buruj dalam suatu perusahaan

yang dapat melakukan perundingan dengan
pengusaha jika tidak ada satupun serikat
pe@a/serikat buruh yang memiliki anggota lebih
dari 50%. Berdasarkan ketentuan tersebut,
sebuah atau gabungan serikat peke{a/serikat
buruh yang memiliki anggota kurang dari 50%
dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu
perusahaan (misalnya memiliki anggota 49o/o)

menjadi sama sekali tidak terwakili hak dan
kepentinganya dalam PKB;

13.15.51 Bahwa menurut Mahkamah ketentuan

Pasal 120 ayar (1) dan ayat (2) ndang-Undang a

QUo, setidaknya dapat menimbulkan tiga
persoalan konstitusional yang terkait yang terkait
langsung dengan hak-hak konstitusional
seseorang yang dijamin dan di lindungi oleh

konstitusi, yaitu: r) menghilangkan hak
konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk
memperjuangkan haknya secara kolektif
mewakili pekerja.buruh yang menjadi
anggotanya dan tidak tergabung adalam serikat
pekerja mayoritas; ii) menimbulkan perlakr,ran

hukum y?ng tidak adil dalam atti tidak
proposional antara serikat peke{a/serikat buruh
yang diakui eksistensinya menurut peraturan

perundang-undangan, dan iii) menghilangkan hak
pekrja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat
pekeda/serikat buruh mayoritas untuk mendapat

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil
dalam suatu perusahaan. Hak dan kewanangan

konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika
seluruh serikat pekerja/serikat buruh deberikan

kesempatan yang sama secara adil dan

proposional untuk melakukan perundingan

dengan pengusaha dalam suatu perusahaan;

[3.15.61 Bahwa menurut Mahkamah untuk
menbentuk PKB, dilakukan dengan musyawarah
antara pengusaha dengan perwakilan semua
serikat pekerja/serikat buruh secara adil dan
proposonal. Musyawarah adalah suatu hal yang
sesuai dengan dasar negara Pancasila, yaitu sila
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Permasalahannya
adalah perwakilan serikat pekerja yang
anggotanya lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu
perusahaan menjadi wakil tunggal untuk semua
pekerja atau serikat peke{a yang menurut
Pemohon tidak mencerminkan keadilan dalam
perwakilan secara proposional dan memasung
hak mengeluarkan pendapat bagi serikat pekerja
yang jumlah anggotanya tidak melebihi 50%
(lima puluh perseratus) dari keseluruhan peke{a
dalam suatu perusahaan. Atau dengan kata lain,
serikat pekerja yang anggotanya kurang dari
50% (lima puluh perseratus) menjadi tidak
terwakili;

[3.15.7] Bahwa perwakilan pekerja atau serikat
peke{a dalam melakukan perundingan dengan
pengusaha mengenai PKB yang anggotanya lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari
keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan,
misalnya anggotanya 50,Ioh ( lima puluh koma
satu perseratus) akan meniadakan hak-hak
musyawarah dar. 49.9% (empat puluh sembilan
koma sembilan perseratus) pekeda atau serikat
pekerja lainnya. Hal ini sangat tidak adil dan
tidak patut karena mengesampingkan
keterwakilan serta meniadakan hak
mengemukakan pendapat dari pihak lainnya yang
dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah berpendapat
agar memenuhi prinsip keadilan dan
keterwakilan secara proposional, selain
perwakilan dari serikat pekerja yang anggotanya
meliputi lebih 50% (lima puluh perseratus) dari
semua pekerja dalam suafu perusahaan, harus
juga ada perwakilan dari pekerja atau serikat
peke{a lainnya yang dipilih dari dan oleh pekeq'a
atau serikat pekerja di luar dari yang anggotanya
meliputi 50% (lima puluh perseratus) secara
proposional;
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[3.161 Menirnbang bahwa Pemerintah pada
pokok nya menyatalcan. "Apabila dalam satu
perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serilwt buruh dan tiap-tiap serilcat
pelcerja/serilrat buruh secara sendiri-sendiri
melalwkan perundingan perjanjian kerja
bersama dengan perusahaan, maka akan
terdapat lebih dari satu perjanjian kerja
bersama". Terhadap keterangan Pemerintah
tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa UU
13/2003 tidak melarang dalam suatu perusahaan

terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat
buruh. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur
dalam Pasal 1 angka 2l dan Pasal 116 ayat (1),
dan Pasal 119 ayat (1) UU 13/2003 yang
menyatakan:

o Pasal 1 angka 2t, "Perjanjian kerja bersama
adalam perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat
buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat
buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketatanegaraan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkimpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajuban kedua belah pihak";

o Pasal 116 ayat(l), "Perjanjian kerja bersama
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa sertkat pekerja/serikat buruh
yang telah tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha".

Pasal 1 angka 2l dan Pasal 116 ayat (1) UU
1312003 menggunakan kata "serikat
pekeda/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh". Kata "beberapa" berarti
lebih dari satu, sehingga perjanjian kerja bersama

dapat dibuat antara beberapa serikat
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

[3.171 Menimbang bahwa DPR dalam
keterangannya paa pokoknya menyatakan,
"Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang a quo

mengatur mengenai sistem keterwakilan dari
s erikat pekerj a/s erikat buruh.

Untuk mengatur sistem keterytakilan tersebut
salah satunya dengan memperhatikan jumlah,
yang mensyaratkan lebih dari 50% dari seluruh
jumlah pekerja/buruh pada perusahaan
tersebut". Terhadap keterangan DPR tersebut,
Mahkamah perpendapat bahwa penentuan jumlah
mayoritas tidak harus ditentukan dengan
persentase diatas 50%. Penentuan jumlah
persentase demikian dapat menghilangkan hak-
hak pekerja/buruh untuk terwakili dalam
perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh
serikat pekerja/serikat buruh yang mewakilinya
dengan pengusaha. Penentuan jumlah persentase
keterwakilan harus pula disesuaikan atarl setidak-
tidaknya ditentukan secara proposional dengan
Undang-Undang yang terkait mengenai
keterwakilan tersebut dengan batas jumlah
maksimal. Sebagai contoh, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perakilan Rakyat
Daerah, dalam asal 202 menyatakan. "Partai
Politik eserta Pemilu harus memenuhi ambang
b atas p erolehan s uara s ekurang-kurangnya 2, 5 o%

(dua koma lima perseratw) dari jumlah suara
sah secara nasional untuk diikuti dalam
penentuan perolehan kursi DPR",

13.181 Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU
1312003 yang mensyratkan hanya serikat
pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota
lebih dari 50% yang berhak ikut dalam
melakukan perundingan PKB dengan pengusaha
adalah merupakan ketentuan yang tidak adil dan
memasang serta meniadakan hak mengeluarkan
pendapat untuk memperjuangkan hak,
kepentingan, dan melindungi pekerja/buruh yang
tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh
yang jumlah anggotanya kurang dari 50% (lima
puluh perseratus) dari keseluruhan pekerja di satu
perusahaan. Serikat peke{a/serikat bwuh yang
memiliki naggota lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) dari keseluruhan pekeq'a dalam suatu
perusahaan, misalnya 50,Lyo (lima puluh koma
satu perseratus) akan meniadakan hak-hak
musyawayah dari 49.9% (empat puluh sembilan
koma sembilan perseratus) dari serikat pekerja/
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serikat buruh lainnya adalah sangat tidak adil.
Menurut Mal*amah Pasal 120 ayat (1) UU
1312003 melanggar hak-hak konstitusional
Pemohon untuk mewakili pekerja/buruh dalam
menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian
kerja bersama. Dengan demikian, dalil
Pemohonmengenai pasal a quo beralasan
menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 120 ayat (1)
UU Ketenegakerjaan bertentangan dengan UUD
1945,

[3.191 Menirnbang bahwa walaupun Pemohon
hanya memohon pengujian Pasal 120 ayat (l)
UU l3l2003, menurut Mahkamah, sebagaimana
telah dipertimbangkan dalam paragaf 13.15.41
diatas, konsekuensi dari ketentuan yang
terkandung dalam Pasal 120 ayat Q) sama
dengan konsekuensi dari ketentuan yang
terkandung dalam Pasal L20 ayat (1), yaitu
keduanya sama-sama dapat menghilangkan hak-
hak konstitusional yang dimiliki oleh serikat
pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang
dari 50% dari seluruh pekerja/btruh dalam
perusahaan atau hak pekerja/buruh yang
tergabung didalamnya. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa Pasal 120 ayat (2) UU 13/2003
bertentangan dengan UUD 1945.

[3.201 Menimbang bahwa menurut Mahkamah
norna yang berkembang dalam Pasal 120 ayat
(3) [I[J 13/2003 justru sesuai dengan prinsip
keadilan proposional sebagaimana telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf
sebelumnya. Oleh karena Pasal 120 ayat (l) dan

ayat (2) UU 13/2003 dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan Pasal

120 hanya tinggal atau norma yaitu norma yang

terkandung dalam Pasal 120 ayat (3). Namun
demikian, karena ketentuan Pasal 120 ayat (3)
merupakan rangkaian dari Pasal 120 ayat (t) dan

ayal (2), maka untuk menghindari kekacauan
makna dan ketida$elasan norna yang

terkandung dalam Pasal 120 ayat (3) yang justru

bertentangan dengan prinsip kepastian hularm
yang harus dijamin oleh konstitusi, maka

Mahkamah juga hanrs menilai dan
mempertimbangkan Pasal 120 ayat (3) sebagai
satu rangkaian dan kesatuan yang utuh dengan
ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2);

[3.2U Menimbang bahwa ketentuan Pasal 120
UU 13/2003 adalah mengatur mengenai serikat
pekerja/sedkat buruh yang berhak mewakili
pekerja/buruh untuk melalokan perundingan
PKB dengan pengusaha apabila terdapat lebih
dari satu serikat pekerja/buruh dalam satu
perusahaan. Sebagaimana telah dipertimbangkan
oleh Mahkamah dalam uraian pertimbangan
dalam paragraf sebelumnya, untuk memenLhi
prinsip-prinsip konstitusi dan menghindari
pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin
dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu untuk
memenuhi prinsip keadilan proposional,
menjamin dan melindungi hak serikat
pekerja/serikat buruh, serta hak-hak
pekerja/buruh yang dijamin dan dilindungi oleh
konstitusi, maka seluruh serikat pekerja/serikat
buruh yang ada dalam satu perusahaan berhak
terwakili secara proposional dalam melakukan
perundingan dengan pengusaha. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah ketentuan Pasal 120 ayat (3)
UU 13/2003 adalah tidak bertentangan dengan
konstitusi seara bersyarat (conditionally
unconstitutional), yaitu tidak bertentangan
dengan konstitusi sepanjang frasa "Dalam hal
ketentudn sebagaimana.dimaksud dalam ayat (I )
atau ayat (2) dihapus karana tidak relevan lagi.
Dengan dinyatakan tidak berlalcunya Pasal 120

ayat (1) dan ayat (2), maka Pasal 120 ayat (3) UU
13/2003 harus dimaknai bahwa apabila dalam
satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh, maka para seiikat
peke{a/serikat buruh terwakili secara
proposional dalam melakukan perundingan
dengan pengusaha.

13.221 Mcnimbang bahwa meskipun hak
berserikat dan berkumpul dijamin oleh ketentuan
didalam UUD 1945 dan para serikat
pekerjalserikat buruh berhak terwakili secara
proposional dalam melakukan perundingan
dengan pengusaha serta mengikat substansi dari
PKB itu sendiri, tetapi agfi secara tidak
berlebihan mendorong timbulnya serikat
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13.231 pekerja/serikat buruh yang tidak
proposional yang dapat meirghambat terjadinya
kesepakatan dalam perundingan antara serikat
pekerja/serikat bunrh dengan pengusaha,

Mahkamah berpendapat, jumlah serikat
pekefa/serikat buruh yang berhak mewakili
dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara
wajar atau proposional yaitu malsimal tiga
serikat pekerja/serikat bunth atau gabungan
serikat pekerja/serikat bunrh yang jumlah
anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus)
dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam
perusahaan. Pembatasan tersebut dapat
dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945 yanE dalam konteks ini
Mahkamah membatasinya dalam bentuk negative
legislature;

13.241 Menimbang bahwa pernyataan
konstitusional bersyarat terhadap Pasal 120 ayat
(3) I.I[J 13/2003 a quo harus dilakukan guna
menghindari kekosongan hukum yang terjadi
apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan
dalam UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan dengan adanya putusan ini
pembentuk undang-undang perlu segera

berinisiatif untuk melakukan legislative review.
Artinya, ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah
ini hanya berlaku sampai pembentuk Undang-
Undang melakukan perubahan atas Undang-
Undang a quo dengan membuat ketentuan yang

lebih proposional sesuai dengan jiwa putusan

Mahkamah ini;

[3.251 Menimbang bahwa Pemohon dalam
permohonan a quo, juga mengajukan pengujian
Pasal l2I UU 13/2003 yang menyatakan,
"Keanggotaan serikat pekeria/serilat buruh
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal /,19 dan
Pasal 120 dibuktiknn dengan kartu tanda
anggota". Menurut Pemohon bahwa verifikasi
hanya dengan menggunakan fotokopi karfit
anggota sangat rentan manipulasi atau

penggelembungan jumlah keanggotaan karena
proses pembuatan kartu anggota dapat dilakukan
dengan mudah dan dapat juga dilakukan tanpa

adanya permohonan dari pekerja/anggota yang

bersangkutan. Proses verifikasi seharusnya

dilakukan sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945

dengan melalarkan kepada masing-
masing anggota, sehingga keabsahan kartu
anggota dari serikat pekerja dapat
dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Terhadap dalil pernrohonan Pemohon tersebut,
Mahkamah menilai bahwa persyaratan karhl
anggota sebagai alat bukti bagi tanda keangotaan
seseorang dalam datu serikat pekerjalburuh,
adalah merupakan hal yang wajar dalam
organisasi untuk dapat secara sah menyatakan
klaim mewakili anggota. Kartu tanda anggota
adalah salah satu bukti secara administrasi
keanggotaan seseorang. Dalam sistem
adminishasi, semua kegiatan dan bidang hukum
menggunakan kartu tanda anggota. Beberapa
contoh diantaranya, Korps Pegawai Negeri Sipil
(Kopri), kartu tanda peserta asuransi kesehatan
(Askes), kartu tanda anggota TM atau anggota
kepolisian RI (Polri) bahkan seluruh rakyat
indonesia yang sudah mencapai umur tertentu
menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
Berdasarkan pandangan tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa ketentuan Pasal l2I UU
13/2003 tidak cukup mendasar dapat dipandang
bertantangan dengan 1945;

4. KOI\KLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum
tersebut diatas, Mahkamah berkesimpulan:

14.11 Mahkamah berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permhonan a
quo;

14.21 Pemohon mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3] Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 3003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) adalah

bertentangan dengan UUD 1945;

14.41 Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39,
itu dilakukan secara hansparan dan
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) adaleh
konstitusional bersyarat (condlttonally
constitutiona[) sepu{ang dimaknai
sebagaimana dalam amar putusan ini;

[4.5] Pasal l2l undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentmg Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) tidak bertentangan dengan
UIJD 1945;

BErdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(5) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4316).

5. AMAR PUTUS$I

Mengadili,

l. Menyatakan permohonan Pemohon
dikabulkan untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 120 ayat (l) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tattang
Ketenagakedaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) konstitusional
bersyarat (conditionally constitutionaQ
sepanjang:

D Frasa, "Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimalaud dalam ayat (l)
atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka.'",
dihapus, sehingga berbunyi, "para
serlhat pekerJa/serlkat buruh
memhentuk tlm perundlng yang
heanggotaanya dltentuhan secata
proposlonal berdasarkan jumlah
hnggott maslng-maslng serlkat
pehert o/s edkot huruh", dan

ii) Ketentuan tersebut dalam angka (i)
dimaknai, "dalam hal satu perusahaan
terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serilcat buruh, maka jumlah
serikat pbkerja/serikat buruh yang
berhak mewakili dalam melakukan
perundingan dengan pengusaha dalam
suatu perusahaan adalah maksimal tiga
serikat pekerja/seriknt buruh atau
gabungan serikat pekerja/serikat buruh
yang jumlah anggotanya minimal l|ok
(sepuluh perseratus) dari seluruh
pelrerja/buruh yang ada dalam
perusahaan",

Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat Q)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai
kekuatan hularm mengikat;

Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang:

i) Frasa, "dalam hal ketentuan
sebagaimana dimalaud dalam ayat (I)
atau oyot (2) tidak terpenuhi, maka...",
tidak dihapuskan, dan

ii) Ketentuan tersebut tidak dimaknai,
"dalam hal di satu perusahaan terdapat

5.
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lebih dari satu serilwt pekefa/serikat
buruh, jumlah serikat pekerja/serikat
buruh yang berhak nauaHli dalam
melahtkan pentndingan dengan
pengusaha dalam suatu perusahaan
adalah nalcsimal tiga serikat
pelcerja/serikat buruh atau gabungan
serilwt pekerja/serikat bunth yang
jumlah anggotanya minimal 10%
(sepuluh perseratus) dari seluruh
p ekerj a/buruh dalam p erus altaen ",

6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Catatan:
Amar putusan diberi nomor dengan maksud
memudahkan pembahasannya.

IU. ANALISIS

Melalui amandemen ketigas terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan
penambahan Pasal24 C (terdiri 6 ayat), yaitu
mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai
Lembaga Kekuasaan Kehakiman selain
Mahlcamah Agung dan memiliki
kewenangan, yaitu; menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar t945,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar 1945, memutus
pembubaran partai politilq dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Melihat dari segi kewenangannya, posisi
Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan
sebagai peradilan ketatanegaraan atau
peradilan politik, dengan putusan yang
bersifat final, pada tingkat pertama dan
terakhir.

Mahkamah Konstitusi dalam
melaksanakan kewenangannya, khusus
pengujian (judicial revi*v) Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwi
Mahkamah Konstitusi hanya berwenang
menafsirkan isi Undang-Undang Dasar L94S
sesuai dengan original intent yang dibuat
melalui perdebatan oleh lembaga yang
berwenang menetapkannya. Sehinggi
berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi
hanya boleh menyatakan satu atau lebih, pasal
suatu Undang-Undang tidak lagi berlaku karena
bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang
Dasar 1945. Dengan demikian Mahkamah
Konstitusi ti{ak dapat memasuki ranah legislatif
(ikut mengatur), pembatasan kewenangan
tersebut adalah sesuai dengan pengertian bahwa
DPR dan Pemerintah adalah pembuat norna
Qtositive legislator), sedangkan Mahkamah
Konstitusi adalah penghapus atau pembatalan
norma (negative legis lat or).

Terkait dengan pengujian Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Sejak
diberlakukannya Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, telah 3
(tiga) kali dilakukan Uji Materiil ke Mahkamah
Konstitusi. Dari ketiga Permohonan Uji Materiil
tersebut, 2 (dua) permohonan telah diputus dan
satunya saat ini sedang dalam proses.n Adapun
kedua putusan tersebut, adalah pufusan Nomor:
012/PW-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004
(selanjutnya disebut putusan nomor 12) dan
putusan nomor: 115/PW-VW2009, tanggal 10
Nopember 2010 (selanjutrya disebut putusan
nomor I l5). Dilihat dari aspek kewenangan
Mahkamah Konstitusi, dari kedua putusan
tersebut terdapat perbedaan yang sangat
mencololg dimana putusan nomor 012
Mahkamah Konstitusi memutuskan ada
beberapa pasal dan anak kalimat dari beberapa
pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. r0

E Rapat Paripurna MPR RI ke 7 tanggal 9 Nopember 2001.
e Dengan Regishasi Perkara No.61/PUU-VI[U20L0 tanggal 30 Septernber 2010 di Matrkamah Konstitusi.
r0 Pasal 158; Pasal 159; anakkalimat'bukan atas pengaduanpengusaha dalamPasal 160 ayat (l); anak

kalimatkecualiPasal 158 ayat(1) dalamPasal 170; anakkalimatPasal 158 ayat(1) dalamPasal 17l;dan
anak kalimat Pasal 137 dalam Pasal 138 ayat (1) dalam Pasal 188, tidak menrpunyai kekuatan hukum
mengikat.
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Hal ini dikenal dengan istilah negative legislation
yaitu menyatakan satu pasal atau beberapa pasal
tidak berlaku. Sementara putusan Nomor 115
rnengandung 2 (dua) aspek hukum sekaligus;
yaitu aspek positive legistation yaitu membuat
rumusan baru terhadap pasal yang dinyatakan
konstitusional bersyarat (conditionally
constitutions) yaitu butir 3. Hal ini menurut
Moh.Mahfud MD adalah putusan yang
konfaversionalr I dan aspek negative legislation,
yaitu menyatakan pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku, alias tidak mengikat, yaitu butir 2
dan 4.

Unttk dapat memahami putusan tersebtit,
kita perlu melihat teori perspektif atau dalil-dalil
hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi
sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Dari
pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi
menggunakan teori perspektif atau dali-dalil
hukum sebagai berikut:
1. Keberadaan suatu Perjanjian keg'a bersama

adalah sangat menentukan dan mengikat
nasib seluruh pekerja yang ada dalam suatu
perusahaan. Sementara keberadaan sebuah
serikat pekeq'a/serikat buruh yang sah

menurut peraturan perundangan-undangan
yang berlaku dalam sebuah perusahaan
menjadi tidak bisa mencapai tujuannya serta
tidak dapat memperjuangkan haknya secara
kolektif sebagaimana tujuan
pembentukannya, apabila serikat
pekerja/serikat buruh tersebut sama sekali
tidak memiliki hak untuk menyampaikan
aspirasi, memperjuangkan halq kepentingan
serta melindungi anggotanya karena tidak
terlibat dalam membuat pedanjian kerja
bersama yang mengikat seluruh
pekerja/buruh di perusahaan. Perjanjian kerja
bersama adalah suatu perjanjian yang
seharusnya mewakili seluruh aspirasi dan
kepentingan dari seluruh buruh/pekerja baik
yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat
buruh yang memiliki anggota mayoritas,
maupun serikat pekerja yang memiliki
anggota tidak mayoritas. Mengabaikan
aspirasi minoritas karena dominasi mayoritas

adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
Negara berdasarkan konstitusi yang salah
satu tujuannya jusbu untuk memberikan
persamaan perlindungan konstitusional, baik
terhadap mayoritas maupun aspirasi
minoritas;

2. Membentuk atau merundingkan perjanjian
kerja bersama dilalarkan dengan musyawarah
antara pengusaha dan perwakilan semua
serikat pekeda/serikat buruh secara adil dan
proporsional;

3. Meskipun hak berserikat dan berkumpul
dijamin oleh ketentuan didalam Undang-' Undang Dasar 1945 dan para serikat pekerja
berhak terwakili secara proporsional dalam
melakukan perundingan dengan pengusaha
serta mengingat substansi dari pedanjian
kerja bersama, tetapi agff tidak secara
berkelebihan mendorong timbulnya serikat
pekerja yang tidak proporsional yang dapat
menghambat terjadinya kesepakatan dalam
perundingan antara serikat pekeg'a dengan
pengusaha, maka jumlah serikat pekeda yang
berhak mewakili dalam suatu perusahaan
harus dibatasi secara wajar atau proposional
yaitu maksimal 3 (tiga) serikat pekerja atau
gabungan serikat pekerja yang jumlah
anggotanya minimal l0% dari seluruh
pekerja yang ada dalam perusahaan.

4. Ketentuan Pasal 120 ayat (3) sebagai satu
rangkaian serta satu kesatuan yang utuh
dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat
(2).

Berdasarkan teori perspektif dan dalil hukum
tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi
memutuskan Permohonan Hak Uji Materiil Pasal
I2O dan Pasal l2l Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan
Putusan Nomor 115/PUU-VW2009, tanggal 20
Nopember 2010 yang terdiri dari 6 butir. Dari
putusan tersebut dan sesuai pokok bahasan kita,
putusan tersebut dapat dikelompotftan sebagai

tl Moh. Mahfud MD, dalam tulisan yang berjudul "Rambu pembatasan dan perluasan Kewenangan
Mahkamah Konstitusi".
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1. Butir 2 dan 4 mempunyai makna yang sama
yaitu bahwa Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

Tahun 2003 adalah bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.

2. Butir 3 dan 5 adalah menyangkut Pasal 120
ayat (3).
(Ketentuan Pasal 120 ayat (3), berbunyi:
"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) atau ayat (2) tidak terpenuhi,
maka para serikat pekerja/serikat buruh
membentuk tim perunding yang
keanjgotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat pekerja/serikat
buruh').
Butir 3 menyatakan bahwa Pasal 120 ayat (3)
konstitusional bersyarat (conditionally
constitutioncl) sepanjang: frasa "Dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
( 1) atau ayat (2) tidak terparuhi, maka. . . . .,."
dihapus sehingga berbunyi "para serikat
pekerja/serikat buruh membentuk tim
perunding yang keanggotaannya
ditentukan secara proporsional
berdasarkan jumlah anggota masing-
masing serikat pekerja/serikat buruh".
danketenbtan tersebut dimaknai, "Dalam hal
disatu perusahaan terdapat lebih dari satu

serikat pekerja/serikat buruh, maka ilrl;drah
serikat pekerja/serikat buruh yang berhak
mewakili dalam melakukan perundingan

dengan pengusaha dalam satu perusahaan

adalah maksimal 3 (tiga) serikat
pekerja/serikat buruh" atau "gabungan

serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah
anggotanya minimal l0% dari seluruh
pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan"
(lihat pertimb angan 3 .20).

Butir 5 menyatakan bahwa Pasal 120

ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang:
frasa (kalimat) "Dalam hal ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat
(2) tidak terpenuhi, maka.. ..." tidak dihapuskan,

oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945, (lihat pertimbangan 3.20)

dan ketentuan tersebut tidak dimalcnai "Dalam
hal disatu perusahaan terdapat lebih dari seluruh
serikat pekeda/serikat buruh, jumlah serikat
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili
dalam melakukan perundingan dengan pengusaha
dalam suatu perusahaan adalah maksimal 3 (tiga)
serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan
serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah
anggotanya minimal l0% dari seluruh serikat
pekerja/serikat buruh yang ada dalam
perusahaan".

Dari butir 3 dan butir 5 Putusan tersebut
setidak-tidaknya, ada 2 (dua) hal yang perlu
mendapat perhatian, yaitu;

1. Dilihat dari segi Frasa (kalimat) "Dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) atau ayat @ tidak dipenuhi
"menurut butir 3 dihapus dan menurut butir
5 tidak dihapus. Sesungguhnya bila dilihat
putusan butir 2 dan butir 4, demi hukum
kalimat (frasa) "Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
ayat Q) tidak dipenuhi", secara yuridis
sudah tidak memiliki makna hukum, karena
Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) telah
dinyatakan bertantangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Sehingga yang tersisa
dari ketentuan Pasal 120 ayat (3) adalah:

"Para serikat pekerja/serikat buruh
membentuk tim berunding yang anggotanya
ditenfukan secara proporsional berdasarkan
jumlah anggota masing-masing serikat
pekerj a/serikat buruh".

2. Dilihat dari segi maknanya (maksudnya)
butir 3 yang berbunyi: "Dalam hal disatu
perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat
pekerja/serikat buruh mewakili dalam
melakukan perundingan dengan pengusaha

dalam satu perusahaan adalah maksimal 3

(tiga) serikat pekerja/serikat buruh atau
gabungan serikat pekeda/serikat buruh yang
jumlah anggotanya minimal l0% dari
seluruh pekerja/buruh yang ada dalam
perusahaan".
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Sementara pada butir 5 ditetapkan bahwa
Pasal 120 ayat (3) tidak dapat di maknai
seperti makna butir 3.

Fungsi makna atau maksud sebagaimana butir 3,

dilihat dari Kerangka Peraturan Perundang-
Undanganr2, dapat dikatakan merupakan bagian
dari penjelasan suatu Undang-Undang. Seperti
kita ketahui bersama bahwa panjelasan adalah
merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh
Undang-Undang. Sementara Pasal 120 ayat (l),
ayat(2) dan ayat (3) dalampenjelasannya "cukup
jelas". Namun, Mahkamah Konstitusi melalui
putusan butir 3 telah menetapkan norma baru,
dalam bentuk penjelasan (dimaknai) dari Pasal

120 ayat (3).

Terlepas dari hal tersebut diatas
dengan memperhatikan Putusan Mahkamah
Konstitusi, mengadili pada tingkat pertama dan
terak*rir sehingga putusannya bersifat final. Suka
atau tidak suka, putusan tersebut sudah

merupakan bagian Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sisa

sekarang kita apakah memilih putusan butir 3

atau putusan butir 5. Dari kedua butir tersebut
menurut hemat kami, dengan mempertimbangkan
aspek keadilan secara proporsional dan untuk
meminimalisasi hambatan dalam perundingan
perjanjian kerja bersama, serta dalam rangka
penataan pembentukan serikat peketja/serikat
buruh di perusahaan, agar memilih makna
putusan butir 3. Makna putusan butir 3 tersebut
juga digunakan untuk memahami ketentuan Pasal

130 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam
hal perpanjangan atau pembaharuan perjanjian
kerja bersama di perusahaan.

Adapun aplikasi makna putusan

Mahkamah Konstitusi butir 3 dengan

menggunakan dasar pertimbangan hukumnya
menurut hemat kami adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan serikat peke{a adalah
merupakan hak pekerja, dengan syarat
memiliki anggota minimal l0% dari seluruh

2. Pembentulran serikat peke{a di
perusahaan, dibatasi jumlahnya secara
proporsional yaitu maksimal 3 (tiga)
serikat pekerja;

3. Namun, apabila jumlah serikat pekerja
ternyata telah terbentuk lebih dari 3
(tiga) serikat pekerja, maka serikat
pekeda tersebut bergabung dengan
ketentuan masing-masing serikat pekerj a
memiliki anggota minimal l0Yo dat',
jumlah pekerja yang ada di perusahaan.
Bila serikat peke{a jumlah anggotanya
kurang dari l0% dari jumlah peke{a
yang ada di perusahaan, serikat pekerja
tersebut tidak dapat bergabung.

Dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut, kfiususnya
mengenai butir 3, sebelum dilakukan
Iegis lative review terhadap Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
menurut hemat kami, perlu dibuat Surat
Edaran untuk dapat ddadikan sebagai
pedoman teknis bagr Instansi yang
bertanggrmg jawab
ketenagakerjaan Kabupaten/I(ota maupun
hopinsi dan Petugas Teknis dalam
melakukan pembinaan dan menyelesaikan
masalah yang terkait dengan Pasal 120 ayat
(3) dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Begitupula bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115

dapat digunakan sebagai bahan masukan
untuk p€nyempurnaan (amandemen)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
lfiususnya mengenai pembentukan serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan.

W. KESIMPULAN
Salah satu tujuan pekerja untuk membentuk
serikat pekeda adalah guna memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan
ke,pentingannya, serta meningkatkan
kesejahteraan yang layak bagi peke{a dan
keluarganya.

12 Lampiran UU RI Nomor 10 Tahun 20M tentang Pembontukan Peraturan Perundangan-undangan.
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Sarana yang stategis mencapai tujuan
tersebut adalah melalui perjanjian kerja
bersama. Oleh karena, pe{aqiian ke{a
bersama adalah sangat menenfukan dan

mengikat nasib pekerja yang ada dalam suatu
perusahaan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
tersebut sangat bermanfaat atau dapat

dijadikan sebagai rekomendasi dalam
memberikan pembinaan dan pembentukan

serikat pekerja. Pembentukan serikat pekerja
yang merupakan hak pekerja akan tetapi
untuk mencegah terbentuknya serikat pekeda
yang tidak proporsional yang dapat

menghambat terjadinya kesepakatan

perundingan antara serikat pekerja dengan
pengusaha, maka pembentukan serikat
pekerja harus dibatasi secara proporsional,
dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan hukumnya merekomendasikan
pembentukan serikat pekerja maksimal 3

(tiga) serikat pekerja dengan persyaratan

memiliki jumlah anggota minimal L0% dart
seluruh pekerja yang ada di dalam
perusahaan.

Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
prinsip mayoritas dalam perundingan
petjanjian kerja bersama, tidak harus
ditentukan presentase 50% (mayoritas)
sehingga presentase jumlah keterwakilan
harus pula disesuaikan atau setidak-tidaknya
ditentukan secara proporsional sesuai dengan
Undang-Undang yang terkait dengan
keterwakilan.

Untuk memberi kepastian hukum dan
sebagai pedoman bagi instansi di bidang
ketenagakedaan Propinsi, Kabupaten/I(ota
perlu suatu kebijakan dengan menerbitkan
Surat Edaran mengenai aplikasi Pasal 130

ayat (3) dan Pasal 130 ayat (2) dan (3)
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

tahun 2003 untuk dapat dijadikan sebagai
pedoman dalam melakukan pembinaan dan
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang terkait dengan perundingan
kerja bersama.***

Terima Kasih, Semoga Bermanfaat.
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